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P U T U S A N

Nomor 0078/Pdt.G/2018/PA.Mbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1]  Pengadilan  Agama Muara  Bulian  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai

gugat antara:

[2]  Pihak-pihak yang berperkara

Yeni Eflianti binti Albani, umur  23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SMA, pekerjaan Karyawan PT. Sumber Tata Citra Mandiri

(STCM)  di  Simpang  Malapari,  tempat  tinggal  di  RT. 07

Desa  Malapari Kecamatan  Muara  Bulian Kabupaten

Batang Hari, sebagai Penggugat;

Melawan:

Andri Saputra bin Bustomi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SMA,  pekerjaan  Tidak  bekerja,  tempat  tinggal  di  Jalan

Jendral Sudirman KM. 4 Lembaga Permasyaratakan (LP)

Kelurahan  Rengas  Condong Kecamatan  Muara  Bulian

Kabupaten Batang Hari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; 

Setelah  mendengar  keterangan  Penggugat dan  memeriksa  bukti  di

persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat 

Bahwa  Penggugat  dalam  surat   gugatannya  tertanggal  07  Februari

2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian

Nomor 0078/Pdt.G/2018/PA.Mbl tanggal  07 Februari 2018, telah mengajukan

cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:
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[3.1.1] Posita Penggugat

1. Bahwa,  pada  hari  Kamis  tanggal  28  Januari  2016  Penggugat  dengan

Tergugat  telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dilaksanakan  di  rumah

orang tua Penggugat di Desa Malapari, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang

Hari,  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  0028/028/I/2016  tanggal  28

Januari 2016 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta’lik

talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan Tergugat  bertempat

tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di

atas sampai berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup

bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang

anak laki-laki yang bernama M. Fatian Alputra bin Andri Saputra, lahir pada

tanggal 25 April 2016;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja

selama 6 (enam) bulan, di sebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah

belanja  untuk  kebutuhan  rumah  tangga  dan  kebutuhan  anak,  sehingga

untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak di bantu

oleh orang tua Penggugat, karena Tergugat malas untuk bekerja;

5. Bahwa,  pada  tanggal  25  Oktober  2016  Penggugat  mendapatkan  kabar

melalui  telphone  dari  polisi,  jika  Tergugat  telah  tertangkap  polisi  polsek

jelutung  karena  telah  menjambret  tas  pengendara  motor,  kemudian

Tergugat di tahan di lapas (LP) Muara Bulian;

6. Bahwa,  sejak  saat  itu  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah  tempat

tinggal  lebih  kurang  1  (satu)  tahun  4  (empat)  bulan  lamanya,  selama

berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan

baik  lahir  maupun  batin  dan  selama  berpisah  Tergugat  tidak  pernah

memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

7. Bahwa,  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  belum  pernah

mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
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8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa

tersiksa baik lahir  maupun batin sehingga Penggugat  tidak sanggup lagi

berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud

bercerai  dengan  Tergugat  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  Muara

Bulian;

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini;

 [3.1.2] Petitum Penggugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut di  atas, maka Penggugat mohon

kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan

sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  Ba'in  Sughra  Tergugat  (Andri  Saputra  bin

Bustomi) terhadap Penggugat (Yeni Eflianti binti Albani);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau  apabila  Ketua  Pengadilan  Agama Cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa

perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

 [3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

menghadap sendiri  ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak  menghadap

dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  Wakil/Kuasa

hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  yang  relaas

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis 

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar

bersabar  dan  tetap  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan
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Tergugat akan tetapi  tidak berhasil,  sedangkan usaha damai  melalui  proses

mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  Tergugat tidak  pernah  datang

menghadap ke persidangan;

[3.4] Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan

perkara  ini  dilanjutkan  secara  litigasi  diawali  dengan  membacakan  surat

gugatan Penggugat yang pada pokoknya  tetap dipertahankan oleh Penggugat;

[3.5] Jawaban Tergugat

Bahwa,  terhadap  gugatan  Penggugat,  jawaban  Tergugat  tidak  dapat

didengar  dalam  persidangan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan;

[3.6] Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bu

kti Surat 

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  0028/028/I/2016 tanggal  28  Januari

2016  atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  Muara Bulian

Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh

Ketua  Majelis  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  cocok,  diberi

tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. Pindrawati binti Jalil,  umur  41 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat kediaman RT. 07 Desa Malapari Kecamatan

Muara Bulian Kabupaten Batang Hari,  selanjutnya saksi menerangkan

bahwa dirinya adalah bibi Penggugat, telah memberikan keterangan di

bawah sumpah sebagai berikut:  

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat adalah  suami  istri  yang

melaksanakan pernikahan pada tanggal 28 Januari 2016 di rumah
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orang  tua  Penggugat  di  Desa  Malapari  Kecamatan  Muara  Bulian

Kabupaten  Batang  Hari,  dan  dari  pernikahan  tersebut  Penggugat

dan  Tergugat  telah  dikaruniai  1  orang  anak  bernama M.  Fatian

Alputra  bin  Andri  Saputra,  yang  saat  ini  dalam  pengasuhan

Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan  harmonis, tidak  ada  masalah,  tidak  ada  pertengkaran,

lebih  kurang  6  bulan,  setelah  itu  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  Tergugat

tidak mau bekerja dan pemalas sehingga kebutuhan rumah tangga

tidak mencukupi;
- Bahwa  pada  bulan  Oktober  2016  Tergugat  ditangkap  polisi  di

Jambi  karena  menjambret,  saat  ini  Tergugat  sedang  menjalani

hukuman di LP Muara Bulian;
- Bahwa Keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian melalui

musyawarah diantara kedua belah pihak;

2. Padlan bin Tusli,  umur  26  tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

rumah tangga,  tempat kediaman di  RT. 08 Desa Malapari Kecamatan

Muara Bulian Kabupaten Batang Hari,  selanjutnya saksi menerangkan

bahwa  dirinya  adalah  paman  dari  Ibu  Penggugat,  telah  memberikan

keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:  

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat adalah  suami  istri  yang

melaksanakan pernikahan pada tanggal 28 Januari 2016 di rumah

orang  tua  Penggugat  di  Desa  Malapari  Kecamatan  Muara  Bulian

Kabupaten  Batang  Hari,  dan  dari  pernikahan  tersebut  Penggugat

dan  Tergugat  telah  dikaruniai  1  orang  anak  bernama M.  Fatian

Alputra  bin  Andri  Saputra,  yang  saat  ini  dalam  pengasuhan

Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan  harmonis, tidak  ada  masalah,  tidak  ada  pertengkaran,

lebih  kurang  6  bulan,  setelah  itu  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  Tergugat
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Pemalas dan tidak mau bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga

tidak mencukupi sehingga dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa  pada  bulan  Oktober  2016  Tergugat  ditangkap  polisi  di

Jambi  karena  menjambret,  saat  ini  Tergugat  sedang  menjalani

hukuman di LP Muara Bulian;
- Bahwa Keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian melalui

musyawarah diantara kedua belah pihak;

[3.7] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Penggugat

Bahwa, setelah diberi  kesempatan, Penggugat menyatakan  tidak akan

mengajukan  alat  bukti  lain  selain  dari  yang  telah  diajukannya  tersebut dan

menyampaikan  kesimpulannya  yang  pada  pokoknya  tetap  dengan  dalil-dalil

gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon kepada Majelis

Hakim menjatuhkan putusan;

[3.8] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini  cukup ditunjuk segala

hal  yang  telah  termuat  dalam  berita  acara  persidangan  perkara  ini  yang

dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

 [4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf   a   Undang-

Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama dan penjelasannya

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,

terakhir  dengan  perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,

maka  penyelesaian  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang

beragama  Islam  di  bidang  perkawinan  merupakan  wewenang  absolut

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam

perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara
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dibidang  perkawinan,  oleh  karena  itu  maka  Pengadilan  Agama  berwenang

secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

[4.3] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap  (in person)  di

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir

di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal

26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  dan  tidak  ternyata

ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum

(default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan

Tergugat  tidak  hadir  dan  perkara  a  quo  dapat  diperiksa  tanpa  hadirnya

Tergugat;

[4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  65  dan  Pasal  82  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan  perubahan  kedua  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009  jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi  Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah

berusaha  mendamaikan  dengan  menasehati  Penggugat  agar  bersabar  dan

rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi   tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008  jo.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,

semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan

mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat

tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

maka keduanya memiliki  kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-

pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);
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[4.6] Pokok gugatan

Menimbang,  bahwa  setelah  meneliti  surat  gugatan  Penggugat  dan

mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam

perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan

alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

[4.7] Jawaban Tergugat

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  dapat  didengar  jawabannya  di

persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir,  maka secara yuridis formal

Tergugat  dapat  dianggap  tidak  bermaksud  untuk  mempertahankan  hak-hak

keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui

dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat,

namun tidak serta  merta  hal  tersebut  menjadikan gugatan Penggugat dapat

dikabulkan,  karena  mengingat  perkara  ini  merupakan  perkara  yang

dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (de groten langen);

Menimbang,  bahwa Majelis  sependapat  dan mengambil  alih pendapat

ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi:

وو هه وف ججِب  هي مم  ول وو ون  مي جم جل مس هم مل جم ا وا هحُك من  جم جم  جك وحا ولَى  جا وَى  جع هد من  وم
هه ول وحَق  ول  مم  جل وظا

Artinya : “Barang  siapa  yang  dipanggil   untuk  menghadap   Hakim   Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan
gugurlah haknya”.

[4.8] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di  atas, maka

Majelis  menilai  alasan  perceraian  yang  didalilkan  oleh  Penggugat  adalah

termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 19 huruf  f  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal 116

huruf  f  Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  untuk  dikabulkannya  sebuah  perceraian  dengan

alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-

 Hal. 8 dari 18 hal, Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan

Pasal 134 Kompilasi  Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai

berikut,  (1).  Rumah  tangga  sudah  tidak  rukun  dan  harmonis,  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus.  (2).  Perselisihan  dan

pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun

kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.9] Beban pembuktian

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  adalah  mengenai  bidang

perceraian  yang  dinilai  penting  untuk  ditemukan kebenaran materiilnya,  dan

untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai

dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4

April  2006 tentang Pemberlakuan Buku II  Pedoman Teknis Administrasi  dan

Teknis  Peradilan Agama,  Edisi  Revisi  2013,  Majelis  berpendapat  Penggugat

diwajibkan  untuk  mengajukan  bukti-bukti  yang  dapat  mendukung  dalil-dalil

posita dan petitum gugatannya;

Menimbang,  bahwa  Majelis  sependapat  dan  mengambil  alih  hujjah

syari’ah dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil

alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعززبتعـززأوتوارأوغـيبة جازا ثباته بالبينة
Artinya :  “Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak

diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti”;

[4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana

dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti  surat  yang  diajukan  Penggugat

tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu

akta  autentik,  khusus  dibuat  sebagai  alat  bukti,  telah  diberi  meterai  cukup

sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan

telah di-nazegeling  sehingga alat  bukti  tersebut telah memenuhi persyaratan

formil  dan  harus  dinyatakan  dapat  diterima,  dan  secara  materiil  dapat
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dipertimbangkan  karena  alat  bukti  tersebut  memuat  keterangan  yang

menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

0028/028/I/2016 tanggal  28  Januari  2016)  merupakan  akta  otentik  yang

berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan

Tergugat  telah  dan  masih  terikat  dalam perkawinan  sah  yang  dilaksanakan

pada  hari  Kamis  tanggal  28  Januari  2016 di  Kecamatan  Muara  Bulian

Kabupaten Batang Hari, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat

(1)  Kompilasi  Hukum  Islam,  dengan  demikian  Penggugat  dengan  Tergugat

telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam

perkara  ini  (persona  standi  in  judicio),  karenanya  Penggugat  mempunyai

kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  alasan  perceraian  yang  diajukan

Penggugat  berkenaan  dengan  ketentuan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

di  Indonesia,  sehingga  berdasarkan  ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka

Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga

dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang

saksi  yang  berasal  dari  pihak  keluarga  dan  orang  yang  dekat  dengan

Penggugat  yang  dalam  penilaian  Majelis  kedua  orang  saksi  tersebut  telah

memenuhi  persyaratan  formil  sebagai  saksi  sesuai  dengan  ketentuanPasal

171-172 R.Bg  jo. Pasal  22 ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975,  dan  kesaksiannya  telah  diberikan  di  bawah  sumpah  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai

alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi

Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang

saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-

saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian
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dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan

untuk  menguatkan  suatu  perbuatan  sesuai  ketentuan  Pasal  307-309  R.Bg.,

yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melaksanakan

pernikahan pada tanggal 28 Januari 2016 di rumah orang tua Penggugat di

Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dan dari

pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak

bernama M.  Fatian  Alputra  bin  Andri  Saputra,  yang  saat  ini  dalam

pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, tidak ada masalah, tidak ada pertengkaran, lebih kurang 6

bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran disebabkan  Tergugat  Pemalas  dan tidak  mau bekerja

sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
- Bahwa  pada  bulan  Oktober  2016  Tergugat  ditangkap  polisi  di  Jambi

karena menjambret,  saat  ini  Tergugat  sedang menjalani  hukuman di  LP

Muara Bulian;
- Bahwa  Keluarga  tidak pernah  mengupayakan  perdamaian  melalui

musyawarah diantara kedua belah pihak;

 [4.11] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi

serta  anggapan  hukum sebagaimana  tersebut  di  atas  dihubungkan  dengan

dalil-dalil  gugatan  Penggugat  Majelis  Hakim  menilai  dalil-dalil  gugatan

Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta

yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melaksanakan

akad nikah pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 di Kecamatan Muara

Bulian  Kabupaten  Batang  Hari,  dan  dicatat  dalam  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor  0028/028/I/2016 tanggal  28  Januari  2016 dan  dari  pernikahan

tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama M.

Fatian  Alputra  bin  Andri  Saputra,  yang  saat  ini  dalam  pengasuhan

Penggugat;
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- Bahwa rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat  terus  menerus  terjadi

pertengkaran  disebabkan  Tergugat  Pemalas  dan  tidak  mau  bekerja

sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
- Bahwa  pada  bulan  Oktober  2016  Tergugat  ditangkap  polisi  di  Jambi

karena menjambret,  saat  ini  Tergugat  sedang menjalani  hukuman di  LP

Muara Bulian;
- Bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  kesemuanya  itu

(pertengkaran dan Tergugat menjalani hukuman di LP) merupakan faktor

yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah

tangga;
- Bahwa  upaya  yang  dilakukan  untuk  mendamaikan  pihak  berperkara,

melalui  Majelis  Hakim  di  persidangan,  ternyata  tetap  gagal,  karenanya

harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali  sangat  sulit  untuk bisa

diwujudkan;
- Bahwa  Penggugat  sampai  pada  tahap  kesimpulan  masih  tetap

bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan

rumah tangganya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut,  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa fakta  tersebut  telah  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  19

huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo. Pasal  116  huruf   f

Kompilasi  Hukum  Islam  tahun  1991,  yaitu  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga

(onheelbaare tweespalt),  selain itu  saat sekarang  Penggugat dan Tergugat

telah  pisah  rumah,  atas  dasar  tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berada  dalam  kondisi  pecah

(broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang penyebabkan perselisihan dan

pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal

ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

38  K/AG/1990  tanggal  5  Oktober  1991  yang  mengandung  abstraksi  hukum

bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya
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perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah

telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya

hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah

tangga  mereka,  maka  berarti  telah  terpenuhi  maksud  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukan ketentuan Hukum Islam

di dalam Kitab  At-Tolak Fi  Syari'atil  Islamiyah Wal Qanun  halaman 40 yang

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

وضــاء مغ ولب موْض ا هر ووعــ جق  ول مخ ومل جن ا هي ـا ود تبـ من جع جص  ول وخ مال جإلَى  هة  وج وحا مال هه  وب وب وس نن  جا

جه نل جد ال هدو هح جة  وم وقا جإ جم  ود وع جة   وجب جلمو

Artinya: Bahwa  sebab-sebab  dibolehkannya  perceraian  adalah  adanya  hajat
untuk  melepaskan  ikatan  perkawinan,  ketika  terjadi  pertentangan
akhlak  dan  timbulnya  rasa  benci  di  antara  suami-istri  yang
mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-
hukum Allah SWT; 

Menimbang,  bahwa  dari  apa  yang  diuraikan  di  atas,  maka  Majelis

berpendapat  pintu perceraian dapat  dibuka guna menghindarkan para pihak

dari  kemelut  rumah  tangga  yang  berkepanjangan  yang  akan  membawa

mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga

tetap  dipertahankan,  sedangkan  kemudharatan  harus  disingkirkan

sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

      الضرر يزال

Artinya: “ Kemudharatan harus disingkirkan “;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar’iyyah

dari  Kitab  Ghayatul  Maram hal.  162  yang  selanjutnya  diambil  alih  sebagai

pendapat Majelis sebagai berikut:

واذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلَق عليه القاضَى طلقة

((غاية المرام

Artinya:  “Dan  apabila  ketidak-sukaan  istri  terhadap  suaminya  sudah
sedemikian  memuncak,  maka  Hakim  boleh  menjatuhkan  talak
suaminya dengan talak satu”;
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Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  akan  sulit  untuk  mewujudkan

rumah tangga  bahagia  yang  penuh  rahmah dan  kasih  sayang seperti  yang

diharapkan  setiap  pasangan  suami  istri,  justru  sebaliknya  mempertahankan

perkawinan  seperti  itu  (rumah  tangga  yang  sudah  pecah/retak)  bisa

menimbulkan  dan  mengakibatkan  akibat  negatif  bagi  semua  pihak  dan

kesemuanya  itu  bisa  mendatangkan  mudharat,  oleh  karena  itu  harus  dicari

kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang

berbunyi:

المصالح جلِب علَى مقدم المفاسد درء
Artinya: Menolak  kesusahan  (madlarat)  itu  harus  didahulukan  (diutamakan)

daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat,  dengan  meneruskan

rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah

satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya  (dzulm),

maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  maka  sudah  sepatutnya  kemadhorotan  tersebut

dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat

ahli  hukum Islam dalam kitab  Madza  Hurriyat Azzauzaini  Fii  Athalaq,  Juz 1,

halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang

berbunyi:

ولم  الزوجين الحياة تضطرب حين للطلق نظام السلم اختار وقد

من صورة الزواج الربطة تصبح وحيث صلح ول  نصائح فيها ينفع يعد

بالسجن الزوجين احد علَى يحُكم ان معناه الستمرار لن روح غير

 العداله روح تأباه ظلم وهذا  للمؤبد

Artinya:  Islam memilih  lembaga talak/perceraian  ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat
perdamaian  dan  hubungan  suami  isteri  menjadi  tanpa  ruh  (hampa)
sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu
suami  isteri  dengan  penjara  yang  berkepanjangan.  Hal  ini  adalah
aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”
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Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim perlu  mengambil  alih  pendapat  Dr.

Musthafa As Siba’i dalam Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100

sebagai berikut “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan

adanya  perpecahan  dan  pertentangan,  selain  itu  justru  akan  menimbulkan

bahaya  yang  serius  terhadap  pendidikan  anak-anak  dan  perkembangan

mereka,  dan  tidak  ada  kebaikannya  mengumpulkan  dua  orang  yang  saling

membenci.  Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya  perselisihan

ini,  baik  yang  membahayakan  atau  patut  dapat  diduga  membahayakan,

sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara

dua  orang  suami  istri  ini.  Mudah-mudahan  (sesudah  itu)  Allah  SWT

menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan

pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang,  bahwa  hukum  perceraian  menurut  Islam  berkisar  pada

hukum  haram,  wajib,  sunat,  mubah  dan  makruh,  dan  dalam  perkara  ini

perceraian  menjadi  diperbolehkan,  dan  oleh  karena  Imsak  bil  Ma'ruf tidak

berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  jo.  Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam  apabila  telah  cukup  jelas  mengenai  sebab-sebab  perselisihan  dan

pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang

dekat  dengan  suami  istri,  maka  perceraian  dapat  diterima  untuk

dipertimbangkan;

[4.12] Kesimpulan gugatan cerai Penggugat

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

Majelis  menyimpulkan harus  dinyatakan Tergugat  tidak  hadir  sesuai  dengan

Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian

alasan  perceraian  yang  diajukan  oleh  Penggugat  tersebut  telah  memenuhi

maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf  f  Penjelasan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal  116  huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karenanya  Majelis
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berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua)

dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2

(dua)  dalam  surat  gugatannya,  dan  oleh  karena  perceraian  ini  adalah

perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal

119 ayat  2  huruf  a  Kompilasi  Hukum Islam talak  yang  dijatuhkan terhadap

Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang,  bahwa  hal  tersebut  telah  relevan  dengan  pendapat  ahli

Hukum Islam  Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman

248  yang  diambil  oleh  Majelis  Hakim  sebagai  pendapat  sendiri  yang

menyatakan sebagai berikut: 

، الزوج اعتراف أو الزوجة، ببينة القاضي لدى دعواها ثبتت فإذا

وعجز أمثالهما بين العشرة دوام معه يطاق ل مما اليذاء وكان

بائنة طلقة طلقها بينهما الصلح عن القاضي

Artinya:  Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan
pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab
tidak  langgengnya  rumah  tangga  antara  keduanya,  di  samping  itu
hakim  juga  sudah  tidak  bisa  mendamaikan  keduanya  maka  hakim
memutuskan  ikatan  perkawinan  keduanya  dengan  talak  satu  bain
(sughra).

[4.13] Masa Iddah bagi Istri

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka

bagi  Penggugat  terdapat  waktu  tunggu  (masa  iddah)  selama  tiga  kali  suci

(sekurang-kurangnya  sembilan  puluh  hari)  dikarenakan  perceraian  tersebut

ba’da  dukhul sebagaimana  maksud  Pasal  153  ayat  (4)  dan  Pasal  155

Kompilasi  Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat  wajib

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum

Islam;

[4.14] Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
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diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan

azas lex spesialis drogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkara

ini  harus  dibebankan  kepada  Penggugat  yang  jumlahnya  seperti  tercantum

dalam diktum amar putusan ini;

[4.15] Pertimbangan penutup

Mengingat  Pasal-Pasal  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku

dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat  (Yeni  Eflianti  binti  Albani)

terhadap Penggugat (Andri Saputra bin Bustomi);

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat sebesar  Rp.  341.000,- 

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

 [6] Pengucapan putusan

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari  Selasa tanggal  27 Februari 2018

Masehi  bertepatan  dengan  12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh  kami  Ahyar

Siddiq, S.E.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis,  Nur Chotimah, S.H.I., M.A. dan

Risnatul Aini, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua  Majelis  dengan  didampingi  oleh  Hakim-Hakim  Anggota  dan dibantu

Musta'inah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd. 
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Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd. Ttd. 

Nur Chotimah, S.H.I., M.A. Risnatul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd. 

Musta'inah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.     
30.000,-

1. Biaya Proses : Rp.     
50.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp.   
250.000,-

3. Biaya Redaksi : Rp.       
5.000,-

4. Biaya Meterai : Rp.       
6.000,-

JUMLAH : Rp.   
341.000,- 

Salinan  Putusan  ini  sesuai  dengan
aslinya  dan  untuk  pertama  kali
diberikan kepada dan atas permintaan
Penggugat pada  tanggal
......................,  dalam  keadaan  telah
berkekuatan hukum tetap;

Panitera 
Pengadilan Agama Muara Bulian,
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HUDORI, S.Ag., M.H.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19


